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MOTTO 

 

Tidak semua mimpi harus segera didapatkan hanya karena sudah didoakan 

Nikmati setiap usaha, jalani setiap tahapan 

Karena nanti ketika sudah tercapai yang diharapkan 

Cerita menariknya justru tentang kenangan selama perjuangan   
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RINGKASAN 

Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki wewenang untuk 

membuat akta otentik yang dalam UUJN didefinisikan sebagai pejabat umum yang 

berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya. Akta 

Notaris mempunyai kedudukan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai  

pembuktian lahiriah (uitwendige bewijskrecht), formal (formale bewijsracht) dan 

materi (materiele bewijskracht). Kecakapan  Notaris dalam  melaksanakan  tugas  

dan wewenangnya adalah hal salah satu syarat Notaris guna menjamin kepastian, 

ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b dan pasal 12 

huruf b UUJN, mengatur bahwa Notaris dapat diberhentikan apabila berada di 

bawah pengampuan. Implikasi hukum terhadap aturan tersebut menyebabkan 

Notaris kehilangan jabatannya sekaligus kehormatan yang melekat pada dirinya 

sebagai bagian dari hak yang dimilikinya sebagai Notaris dan manusia. Tujuan 

penelitian ini untuk menganalisis kriteria dibawah pengampuan sebagai dasar 

Notaris diberhentikan tidak hormat dan mengkaji pemberhentian tidak hormat 

Notaris dalam perspektif HAM. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

hukum normatif (normative law research) dengan pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) dan konseptual (conceptual approach). 

MK memiliki kewenangan dalam melakukan Judicial Review, sebagaimana 

dalam Putusan MK Nomor 93/PUU-XX/2022 yang merupakan tonggak penting 

dalam perkembangan hukum penyandang disabilitas sebagai hasil dari uji materi 

Pasal 433 KUHPerdata yang dinilai tidak relevan baik dilihat dari aspek bahasa 

maupun substansi. Istilah “dungu, sakit otak, mata gelap” dinilai diskriminatif 

sehingga mengakibatkan terbentuknya stigma negatif dalam masyarakat terhadap 

penyandang disabilitas dan harus ditaruh di bawah pengampuan. Melalui Putusan 

ini MK menyatakan bahwa Pasal 433 KUH Perdata tidak berkekuatan hukum 

mengikat sepanjang kata “dungu, sakit otak atau mata gelap” tidak dimaknai 

“adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual”, 

dan sepanjang kata “harus” tidak dimaknai “dapat”. Berkaitan dengan Pasal 32 UU 

Penyandang Disabilitas didalamnya memuat 4 kriteria umum penyandang 

disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas mental, 

penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. Dari 

keempat kriteria tersebut hanya penyandang disabilitas mental dengan sifat 

permanen yang relevan dengan jabatan Notaris. Dalam perspektif HAM, hak atas 

reputasi merupakan bagian yang koheren dari hak atas martabat dan kehormatan 

pribadi, yang diakui dan dilindungi oleh instrumen HAM internasional dan 

nasional. UDHR Article 1 menegaskan bahwa semua orang dilahirkan merdeka dan 

mempunyai martabat dan hak-hak yang sama, artinya tidak seorangpun dapat 

dikurangi hak yang telah dimiliki oleh setiap individu. Dalam instrumen nasional, 

hak atas reputasi dapat ditemukan dalam konstitusi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 
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yang mengakui bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya.  

Dengan demikian, Indonesia telah mengakui bahwa hak reputasi diakuti 

sebagai hak konstitusional warga negara sekalipun pada jabatan Notaris. Pasal 9 

ayat (1) huruf a UU Penyandang Disabilitas menegaskan penyandang disabilitas 

berhak diakui sebagai subjek hukum secara pribadi di hadapan hukum sehingga 

penyandang disabilitas dilarang secara otomatis diposisikan sebagai individu yang 

tidak cakap hukum hanya karena mereka memiliki gangguang mental dan 

intelektual. Paradigma ini sejalan dengan doktrin legal capacity dalam CRPD Pasal 

12 yang menyatakan bahwa negara-negara pihak wajib mengakui bahwa 

penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum pada dasar yang setara dengan 

orang lain dalam semua aspek kehidupan. Pemberhentian dengan tidak hormat 

terhadap Notaris karena berada di bawah pengampuan berdampak pada pencabutan 

status jabatan dan hak-haknya sebagai pejabat publik serta berakibat serius pada 

pelanggaran hak reputasi seorang Notaris.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan penyandang disabilitas 

merujuk pada UU Penyandang Disabilitas yang memuat 4 kriteria umum 

penyandang disabilitas yaitu penyandang disabilitas fisik, penyandang disabilitas 

mental, penyandang disabilitas intelektual dan penyandang disabilitas sensorik. 

Sedangkan kriteria khusus pengampuan pada Jabatan Notaris berdasarkan 4 kriteria 

penyandang disabilitas diatas hanya pada penyandang disabilitas mental dengan 

sifat permanen. Ketentuan Pasal 12 huruf b UUJN yang menjadikan pengampuan 

sebagai dasar pemberhentian dengan tidak hormat, tanpa memperhitungkan tingkat 

kemampuan aktual dan kemungkinan pemulihan Notaris, menimbulkan konflik 

norma dengan UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (1), UU No. 8 Tahun 2016 tentang 

Penyandang Disabilitas, dan Konvensi CRPD. Ketentuan ini mengesampingkan 

fakta bahwa disabilitas mental maupun intelektual bersifat spektrum dan dinamis, 

serta bahwa kapasitas profesional tidak selalu hilang karena status pengampuan.  
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ABSTRAK 

Notaris dituntut untuk amanah, jujur, saksama, mandiri, dan tidak berpihak 

serta menjaga sikap, tingkah laku serta menjalankan kewajiban sesuai dengan kode 

etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagaimana yang 

diucapkan dalam sumpah jabatan Notaris. Oleh karenanya, Notaris harus memiliki 

kecakapan dalam menjalankan kewenangannya membuat akta otentik. UUJN 

mengatur bahwa Notaris yang berada dibawah pengampuan secara terus menerus 

selama lebih dari 3 tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 12 huruf b UUJN dijatuhi 

sanksi pemberhentian dengan tidak hormat. Merujuk pada KUHPerdata, aturan 

pengampuan dalam pasal 433 yang telah diuji oleh Mahkamah Konstiusi dalam 

putusan Nomor 93/PUU-XX/2022 menyatakan keadaan dungu, sakit otak atau 

mata gelap adalah bagian dari penyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas 

intelektual. Sementara dalam UU Penyandang Disabilitas disebutkan bahwa 

penyandang disabilitas mencakup disabilitas fisik, disabilitas intelektual, disabilitas 

mental dan/atau disabilitas sensorik yang mana dalam pelaksanaan dan pemenuhan 

hak penyandang disabilitas berasaskan pada penghormatan terhadap martabat. 

Pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena berada dibawah pengampuan 

tentunya menimbulkan konflik norma terlebih dampak yang ditimbulkan 

menciderai penghormatan martabat dan berkenaan langsung dengan pelanggaran 

hak atas kehormatan sebagaimana telah termaktub dalam konstitusi UUD NRI 

Tahun 1945 Pasal 28 G Ayat 1. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 

yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan 

(Statute Approach) dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach). Penelitian 

ini disimpulkan bahwa kriteria pengampuan (penyandang disabilitas) yang dimuat 

pada Pasal 433 KUH Perdata tidak sepenuhnya relevan dengan jabatan Notaris dan 

pemberhentian dengan tidak hormat Notaris karena penyandang disabilitas sebagai 

dasar pengampuan tanpa memperhitungkan tingkat kemampuan aktual dan 

kemungkinan pemulihan Notaris telah menciderai martabat Notaris sehingga tidak 

terpenuhinya hak atas kehormatan sebagai Hak Asasi Manusia. 

Kata Kunci : Notaris, Pemberhentian Tidak Hormat, Pengampuan, Hak Asasi 

Manusia 

 

 

  

DRAFT

https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_9136_1690788668.pdf


 

xxvii 

 

ABSTRACT 

Notaries are required to be trustworthy, honest, careful, independent, and 

impartial and maintain attitudes, behavior and carry out obligations in accordance 

with the professional code of ethics, honor, dignity, and responsibility as stated in 

the Notary oath of office. Therefore, Notaries must have the ability to exercise their 

authority to make authentic deeds. The UUJN regulates that a Notary who is under 

guardianship continuously for more than 3 years as stipulated in Article 12 letter b 

of the UUJN is subject to the sanction of dishonorable dismissal. Referring to the 

Civil Code, the guardianship regulation in Article 433 has been tested by the 

Constitutional Court in Decision Number 93/PUU-XX/2022, which states that the 

state of dumbness, brain disease or dark eyes is part of persons with mental 

disabilities and/or intellectual disabilities.  Meanwhile, the Law on Persons with 

Disabilities states that persons with disabilities include physical disabilities, 

intellectual disabilities, mental disabilities and/or sensory disabilities. which in the 

implementation and fulfillment of the rights of persons with disabilities are based 

on respect for dignity. The dishonorable dismissal of a Notary for being under 

guardianship certainly creates a conflict of norms, especially since the impact 

caused is injurious to respect for dignity and is directly related to the violation of 

the right to honor as stipulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia 

Article 28 G Paragraph 1. This research uses a normative juridical research 

method, using a statutory approach and conceptual approach. This study concludes 

that the criteria for guardianship (persons with disabilities) contained in Article 

433 of the Civil Code are not entirely relevant to the position of Notary and the 

dishonorable dismissal of Notaries because persons with disabilities as the basis 

for guardianship without taking into account the actual level of ability and the 

possibility of recovery of Notaries has damaged the dignity of Notaries so that the 

right to honor as a Human Right is not fulfilled. 

Keywords: Notary, Dismissal, Guardianship, Human Rights 
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Pejabat Pembuat Akta Tanah 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan 

Pejabat Pembuat Akta Tanah (beserta perubahan dalam PP Nomor 24 Tahun 

2016) 

 

Peraturan Badan Kepegawaian Negara No 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan 

Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 Tentang 

Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil 

 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-XX/2022 Tentang pengujian 

konstitusionalitas Pasal 433 KUHPerdata 
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